BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

Mengingat 1.
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BUPATI JOMBANG,

bahwa dalam rangka mencapai derajat keschatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang
bermutu, aman, efisien dan terjangkau;

bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan vang
bermutu, aman, efisien dan terjangkau bagi penduduk
miskin di Kabupaten Jombang, perlu diberikan jaminan
kesehatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Jaminan
Kesehatan dalam Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Necgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473);

. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 /Menkes/PER/
VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /Menkes/
Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang  Sistem Rujukan Pelayanan  Kesehatan
Perorangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Keschatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 9/D);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Keschatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2012 Nomor 1/C);

Peraturan Bupati Nomor 13A Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2011 Nomor
13A/C)

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  (Berita  Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
Peraturan Bupati Nomor 21A Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan
Masyarakat dan Dana Jaminan Persalinan (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor21A/E).
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG JAMINAN
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Daerah adalah Kabupaten Jombang.







